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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN

LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan

Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

perlu mengatur urusan pemerintahan Lingkup

Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan

kepada Gubernur dan ditugaskan kepada Pemerintah

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan dan

Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian

Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik

Indonesia Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5948);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4816);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
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Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5209);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 152, dan Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, dan Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1347);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam

Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang
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Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015

tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 978);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN

LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN

ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau

kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai

penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah

Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah provinsi.

3. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya

disebut Renja-K/L, adalah dokumen perencanaan

kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
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4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga,

yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen

perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan

kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan

penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan

dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang

diperlukan untuk melaksanakannya.

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran

yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran yang

digunakan acuan Pengguna Anggaran dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai

pelaksanaan APBN.

6. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah

bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu

program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan, dan di Kabupaten/Kota yang

melaksanakan Tugas Pembantuan.

8. Sekretaris Jenderal adalah Pimpinan Tinggi Madya selaku

Kepala Satker Unit Eselon I pada Sekretariat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri.

9. Kepala Satker Unit Eselon I Pembina adalah Pimpinan

Tinggi Madya pada Satker Unit Eselon I pembina kegiatan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri.

10. Kepala Satker Perangkat Daerah adalah pimpinan

perangkat daerah yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
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